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ABSTRACT: Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak 

yang melakukan tindak pidana sekaligus menjadi korban kekerasan mental dalam 

lingkungan keluarga. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum yang diperoleh melalui 

studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta 

literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana 

anak di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak telah mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pendekatan 

keadilan restoratif. Namun, pengaturan hukum masih cenderung memisahkan kedudukan 

anak sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai korban kekerasan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga diperlukan 

pendekatan hukum yang lebih integratif agar perlindungan hukum bagi anak dapat 

diwujudkan secara lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. 
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PENDAHULUAN 

Anak adalah subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk 

kekerasan serta perlakuan yang berpotensi mengganggu atau menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan fisik maupun psikologisnya (Syarief et al., 2025). Perlindungan terhadap anak 

merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia serta merupakan 

amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, 2014). Namun, dalam realitas sosial, anak 

masih sering menjadi korban kekerasan dalam lingkungan keluarga, termasuk kekerasan mental 

yang berupa penghinaan, ancaman, tekanan psikologis, dan pengabaian emosional. Kekerasan 

mental yang terjadi secara berulang dapat menyebabkan gangguan psikologis, trauma, serta 

ketidakstabilan emosional yang berdampak pada perilaku anak (Fitriani & Suherman, 2024).  
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Kondisi psikologis yang terganggu tersebut dapat memengaruhi kemampuan anak dalam 

mengendalikan emosi dan mengambil keputusan, sehingga dalam kondisi tertentu dapat 

mendorong anak melakukan tindakan yang melanggar hukum (Sa’adah et al., 2025). Hal ini 

menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat diposisikan semata-

mata sebagai pelaku, tetapi juga dapat merupakan korban dari kekerasan mental yang 

dialaminya dalam lingkungan keluarga. 

Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana yang sekaligus merupakan korban 

kekerasan mental dapat dilihat dalam kasus konkret yang terjadi di Medan pada tahun 2025, di 

mana seorang anak perempuan berusia 12 tahun melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap 

ibu kandungnya. Berdasarkan hasil penyelidikan aparat penegak hukum, tindakan tersebut 

dipengaruhi oleh kondisi psikologis anak yang telah mengalami tekanan mental dan kekerasan 

emosional dalam lingkungan keluarga dalam jangka waktu yang lama (CNN, 2025). Anak 

tersebut diketahui mengalami tekanan emosional dan hidup dalam lingkungan keluarga yang 

tidak kondusif, yang berdampak pada kondisi psikologis dan emosionalnya. Dalam proses 

hukum, anak tersebut ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dan diproses 

berdasarkan ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan perlindungan dan 

rehabilitasi (Antaranews, 2025). Kasus ini menunjukkan adanya posisi ganda anak dalam 

perspektif hukum pidana, yaitu sebagai pelaku tindak pidana sekaligus korban kekerasan 

mental, sehingga memerlukan pendekatan perlindungan hukum yang komprehensif. 

Secara normatif, perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

yang menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan 

pendekatan keadilan restoratif serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sistem ini dirancang 

tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi, tetapi lebih berorientasi pada upaya perlindungan, 

pembinaan, dan pemulihan bagi anak (Sikki, 2025). Selain itu, perlindungan hukum terhadap 

anak juga bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mendukung proses 

rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak (Nur, 2024). Selain itu, sejumlah penelitian turut 

mengkaji dampak kekerasan terhadap perkembangan psikologis dan perilaku anak. Salah 

satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Praptini dan Wilani pada tahun 2024 yang 

menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah tangga masih sering terjadi 

di tengah masyarakat. Dalam banyak kasus, anak kerap menjadi sasaran pelampiasan emosi 

orang dewasa di sekitarnya. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena keluarga yang 

seharusnya menjadi tempat yang aman dan memberikan rasa nyaman justru dapat menimbulkan 

rasa takut dalam kehidupan anak. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa anak yang 

mengalami kekerasan—baik fisik, verbal, emosional, psikis, maupun seksual—berpotensi 

mengalami berbagai gangguan psikologis. Gangguan tersebut kemudian berdampak pada 

terganggunya proses perkembangan serta kemampuan sosial anak sebagai korban kekerasan 

(Trianiyoga, 2024). Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan 

hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang juga merupakan korban kekerasan 

mental dalam lingkungan keluarga masih terbatas. Penelitian sebelumnya belum secara 

komprehensif mengkaji bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam 

posisi ganda tersebut dengan menggunakan pendekatan kasus konkret sebagai dasar analisis 

hukum.  

Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya kajian hukum yang komprehensif 

terhadap perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana akibat kekerasan 

mental dalam lingkungan keluarga. Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya bertujuan 

untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hak-hak anak serta 
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mendukung pemulihan kondisi psikologis anak (Yulius et al., 2025). Perlindungan hukum yang 

optimal diharapkan dapat mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap anak yang sebenarnya 

merupakan korban, serta mendukung sistem peradilan pidana anak yang lebih berkeadilan dan 

berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 

yang merupakan korban kekerasan mental dalam lingkungan keluarga, serta mengkaji 

implementasi perlindungan hukum tersebut dalam sistem peradilan pidana anak. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis 

perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang sekaligus menjadi korban 

kekerasan mental dalam lingkungan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-

undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, anak yang 

berhadapan dengan hukum, viktimologi, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan 

pendekatan kasus dilakukan melalui analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan posisi 

ganda anak sebagai pelaku sekaligus korban. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan 

yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif 

dengan metode deskriptif-analitis guna mengidentifikasi kelemahan norma serta merumuskan 

optimalisasi perlindungan hukum bagi anak. 

 

 

 

 

HASIL & PEMBAHASAN 

Hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah menerapkan 

pendekatan keadilan restoratif serta mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 

(Febriana, 2026). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak mengatur diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal 

serta menempatkan pidana penjara sebagai langkah terakhir (ultimum remedium). Secara 

normatif, ketentuan tersebut mencerminkan adanya orientasi perlindungan hukum bagi anak 

yang melakukan tindak pidana (Lapod et al., 2024). 

Namun dalam praktiknya, terdapat kondisi tertentu di mana anak yang melakukan tindak 

pidana juga merupakan korban kekerasan dalam lingkungan keluarga, khususnya kekerasan 

mental yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Fenomena tersebut dapat dilihat dalam 

kasus yang terjadi di Medan pada tahun 2025, di mana seorang anak perempuan berusia 12 
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tahun melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya. Berdasarkan hasil penyelidikan aparat 

penegak hukum, tindakan tersebut dipengaruhi oleh kondisi psikologis anak yang telah 

mengalami tekanan mental dan kekerasan emosional secara berulang dalam lingkungan 

keluarga. Anak diketahui sering mengalami penghinaan, tekanan verbal, serta perlakuan yang 

menimbulkan trauma psikologis sehingga memengaruhi kondisi emosional dan perilakunya 

(Kompas, 2025). 

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa anak tidak hanya berada dalam posisi sebagai 

pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban kekerasan mental dalam lingkungan keluarga. 

Dalam perspektif hukum perlindungan anak, kondisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap 

hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari 

segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, 

penanganan perkara anak dalam kondisi demikian seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada 

aspek pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mempertimbangkan faktor viktimisasi yang 

dialami oleh anak serta kebutuhan pemulihan psikologisnya (Ilhami et al., 2024). 

Gambaran mengenai penerapan sistem peradilan pidana anak dalam praktik dapat dilihat 

dalam beberapa putusan pengadilan anak di Pengadilan Negeri Medan. Dalam Putusan Putusan 

Pengadilan Negeri Medan Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn, majelis hakim menyatakan 

bahwa anak terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan dan kemudian menjatuhkan 

sanksi pidana penjara selama tiga bulan lima belas hari. Putusan tersebut menunjukkan bahwa 

Walaupun sistem peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan pembinaan, pidana penjara 

masih dapat dijatuhkan apabila hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan anak telah 

memenuhi unsur tindak pidana dan dianggap memerlukan penjatuhan sanksi pidana tertentu.  

Di sisi lain, pendekatan yang lebih rehabilitatif dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Medan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn. Dalam perkara tersebut, hakim tidak 

menjatuhkan pidana penjara kepada anak, melainkan menjatuhkan tindakan berupa kewajiban 

mengikuti pendidikan dan pelatihan sosial selama satu tahun di lembaga pelayanan sosial anak. 

Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip pembinaan dan rehabilitasi sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak yang menempatkan pembinaan anak sebagai prioritas utama dalam sistem peradilan 

pidana anak. 

Perbandingan antara kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim memiliki 

diskresi dalam menentukan bentuk sanksi yang paling tepat bagi anak pelaku tindak pidana. 

Akan tetapi, dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana sebagai akibat dari kekerasan 

mental dalam keluarga seperti yang terjadi di Medan pada tahun 2025, pertimbangan mengenai 

kondisi psikologis anak dan latar belakang kekerasan yang dialaminya seharusnya menjadi 

faktor yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Dalam perspektif viktimologi, anak 

dalam kondisi tersebut dapat dipandang sebagai pelaku sekaligus korban (victim-offender 

overlap), sehingga pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga 

rehabilitatif dan restoratif (Nurlaila et al., 2025). 

Berdasarkan hasil telaah normatif memperlihatkan bahwa UU SPPA belum secara 

eksplisit mengatur kondisi anak dalam posisi ganda sebagai pelaku sekaligus korban kekerasan 

mental dalam keluarga (Vijaya et al., 2025). Pengaturan lebih menitikberatkan pada aspek 

pertanggungjawaban pidana dan mekanisme penyelesaian perkara, tanpa ketentuan khusus yang 

mengharuskan pertimbangan latar belakang viktimisasi psikologis secara komprehensif. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian  yang menyatakan bahwa implementasi keadilan restoratif 

dalam praktik masih berfokus pada penyelesaian perkara, bukan pada pemulihan trauma anak 
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secara menyeluruh (Rahmawati, 2025) . Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara dalam melindungi anak dari segala 

bentuk kekerasan, termasuk kekerasan mental. Akan tetapi, norma tersebut lebih banyak 

ditempatkan dalam konteks anak sebagai korban, bukan sebagai pelaku tindak pidana. Kondisi 

ini menunjukkan adanya pemisahan normatif antara rezim perlindungan anak sebagai pelaku 

dan rezim perlindungan anak sebagai korban (Yulius et al., 2025).  

Penelitian lainnya juga menegaskan pentingnya perlindungan anak sebagai pelaku dalam 

perspektif rehabilitative (Sagita & Rafid, 2024), namun belum secara spesifik membahas anak 

dalam posisi ganda sebagai pelaku dan korban kekerasan mental. Dengan demikian, terdapat 

kekosongan normatif (vacuum of norm) terkait kewajiban eksplisit aparat penegak hukum untuk 

mempertimbangkan faktor kekerasan mental dalam keluarga sebagai variabel utama dalam 

menentukan bentuk pertanggungjawaban dan sanksi terhadap anak. 

Dalam konteks yang lebih luas, kasus di Medan tersebut menunjukkan pentingnya 

penguatan pendekatan hukum yang lebih integratif dalam sistem peradilan pidana anak. 

Penanganan perkara anak tidak hanya perlu mempertimbangkan aspek hukum pidana semata, 

tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan perlindungan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, 

optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak dalam posisi ganda sebagai pelaku dan korban 

perlu dilakukan melalui harmonisasi antara sistem peradilan pidana anak dan sistem 

perlindungan anak. Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu didukung oleh pedoman teknis 

yang mewajibkan dilakukannya asesmen psikologis terhadap anak pelaku yang memiliki 

riwayat kekerasan dalam keluarga. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya 

reviktimisasi serta memastikan bahwa proses peradilan pidana benar-benar berorientasi pada 

kepentingan terbaik bagi anak. 
 

 

 

PENUTUP 

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan dasar hukum perlindungan bagi 

anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dan prinsip 

kepentingan terbaik bagi anak. Namun, pengaturan yang ada masih cenderung memisahkan 

posisi anak sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai korban kekerasan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kasus di Medan 

tahun 2025 menunjukkan bahwa anak dapat berada dalam posisi ganda sebagai pelaku sekaligus 

korban kekerasan mental dalam keluarga, sehingga penanganan perkara perlu 

mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan latar belakang kekerasan yang dialami anak. 

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif antara sistem peradilan pidana anak 

dan sistem perlindungan anak agar penegakan hukum benar-benar berorientasi pada 

kepentingan terbaik bagi anak. 
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